RUANG TERBUKA HIJAU

PERATURAN DAERAH WONOSOBO NOMOR 1 TAHUN 2017/LD TAHUN 2017 NOMOR 1

TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN

ABSTRAK :

CATATAN :

Pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Wonosobo dalam berbagai
sektor disertai meningkatnya pertambahan penduduk dan alih fungsi
lahan yang pesat, dapat membawa dampak terhadap perubahan struktur
daerah dan penurunan kualitas lingkungan dalam menopang kehidupan
masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan
lingkungan diperlukan adanya kebijakan menyangkut perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Ruang Terbuka
Hijau Kawasan Perkotaan.
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